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RINGKASAN

Manusia merupakan mahkluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain
dan dalam memenuhi kebutuhan hidup maka ada banyak sckali yang akhirnya
melakukan hubungan utang piutang. Utang piutang diawali dengan perjanjian yang
discbut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan
debitur dan kreditur, kemudian umumnya dapat dibarengi dengan penyerahan benda
sebagai jaminan , namun dalam praktiknya masyarakat umum ternyata banyak yang
melakukan perjanjian semu / pura - pura dengan membuat suatu akta perjanjian
utang piutang uang dengan jaminan sertipikat tanah atau sertipikat rumah kemudian
dikemas sebagai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah atau rumah yang
disertai juga dengan dibuatnya kuasa menjual dengan tujuan digunakan untuk
melakukan peralihan hak atas tanah dari debitur kepada kreditur apabila debitur
wanprestasi dan ini dapat menimbulkan kerugian bagi debitur.

Hubungan utang piutang uang dengan jaminan sertipikat tanah atau rumah
dan kemudian dikemas sebagai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah atau
rumah scharusnya saat ini tidak boleh terjadi karena jual beli dalam kaidah hukum
pertanahan nasional Indonesia adalah berdasarkan hukum adat yaitu jual beli lepas
tanpa adanya jaminan, artinya penjualan tanah merupakan suatu perpindahan tanah
untuk selama-lamanya dengan penjual menerima sejumlah uang pembayaran yang
dibayar secara terang dan tunai. dan peristiwa tersebut sesungguhnya juga bukan
penggadaian tanah, melainkan utang piutang. Seharusnya dalam konstruksi
hubungan hukum utang piutang , jika tanah dan bangunan rumah yang akan
digunakan sebagai jaminan atas hutang, maka yang dibuat scharusnya bukan
perjanjian pengikatan jual beli melainkan dibuat perjanjian utang piutang dengan
memakai Hak Tanggungan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah atau dikenal sebagai UU Hak Tanggungan (UUHT)
yang disertai dengan dibuatnya APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), schingga jika debitur wanprestasi langsung
bisa dicksekusi jaminannya dan kedudukan Hak Tanggungan sesungguhnya sebagai
perjanjian tambahan (accesoir) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang
piutang.

Proses jual beli tanah atau rumah yang diperolch dari adanya perjanjian utang
piutang merupakan suatu perolehan hak yang cacat hukum, sebab jaminan yang
dijadikan pegangan kepada kreditur menurut peraturan perundang undangan tidak
dibenarkan untuk dimiliki, sebab berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan
(UUHT) Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 huruf (a) harus dijual melalui pelelangan umum




oleh kreditur sebagai bentuk pelaksanaan cksekusi serta sebagai bentuk pelunasan
atas utang debitur kepada kreditur. Perjanjian utang piutang dengan memakai PPJB
dengan jaminan sertipikat tanah atau rumah banyak yang terjadi dan dilakukan oleh
karena faktor dosakan kebutuhan ckonomi dengan adanya pertimbangan PPJB
tersebut tidak membutuhkan prosedur yang sulit ,schingga merupakan alternatif
yang banyak dipilih dan dilakukan oleh masyarakat umum agar pencairan dana cepat
tercalisast.

PPJB awalnya merupakan suatu perjanjian yang digunakan dalam pemasaran
properti yang masih dalam tahap pembangunan , jadi masih dipasarkan dalam
bentuk gambar yang dikenal dengan sistem Pre Project Selling. Dengan demikian
objek yang ditawarkan masih belum ada, ini berarti objek tersebut masih akan ada,
schingga syarat untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah dan bangunan oleh
para pihak belum dapat dipenuhi karena ketentuan di dalam UUPA tidak bisa
memfasilitasi, namun sebaliknya berdasarkan pada ketentuan BW, hal tersebut
dapat difasilitasi. Pasal 1334 BW menyatakan bahwa : “Kebendaan yang baru akan
ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian....”

Pasal 1319 BW menyebutkan perjanjian dibagi menjadi dua macam yaitu,
perjanjian bernama (nominaat) yang mempunyai nama tertentu dan telah ditentukan
dalam BW , misalnya, jual beli dan perjanjian tidak berama (innominaat) yang
merupakan aturan mengenai berbagai perjanjian  yang timbul akibat dan
perkembangan kebutuhan masyarakat yang memang belum dikenal pada saat BW
dibentuk. PPJB merupakan suatu perjanjian yang semula belum pernah dibuat di
Indonesia dan belum dikenal dalam BW, namun kemudian dengan memakai
tumpuan Pasal 1319 BW asas kebebasan berkontrak mulai beroperasi maka
kemudian PPJB dapat dipergunakan untuk membingkai hubungan hukum para
pihak.
Penerapan yang digunakan pada Pasal 1319 BW, maka lahirlah PPJB scbagai
perjanjian tidak bernama (innominaat) dan Keabsahan PPJB berlandaskan pada asas
kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1)BW,
schingga PPJB ini dapat dikatakan suatu perjanjian yang timbul atau lahir
disebabkan oleh adanya sifat terbuka dari Buku IIl BW maka pelaksanaan suatu
perjanjian yang semula belum dikenal seperti PPJB dimungkinkan berdasarkan asas
kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mulai beroperasi sehingga PPJB
yang semula belum dikenal dan belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum
perjanjian di Indonesia dapat dibuat sendiri oleh para pihak , namun sesungguhnya
asas kebebasan berkontrak tidak bisa beroperasi sendiri dan sebebas-bebasnya sebab
apabila asas kebebasan berkontrak dibiarkan beroperasi sendiri secara bebas dan liar,
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bisa tak torkendali serta molampani batas yang akan meongakibatkan munculnya
PPIB yvang tidak bertujuan secara murni lagi

Mengacu pada rumusan pasal 1338 (1) BW “somua perjanjian yang dibuat
sccara sah berlaku scbagai undang-undang bagi yang membuatnya”, maka PPIB
dalam perspektif asas kebebasan berkontrak, masih perlu diserta oleh rambu-rambu
bukum lainnya. Hal ini berarti para pihak dalam pembuatan PPJB dapat hertumpu
pada asas kebebasan berkontrak namun tetap memiliki batasan dan harus tunduk
pada ketentuan umum Buku 11l BW terutama mengenal syarat sahnya perjanjian
bordasarkan Pasal 1320 BW yaitu adanya syarat kescpakatan, syarat kecakapan,
syarat adanya objck tertentu dan syarat kausa yang halal/ diperbolehkan. Selan
harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, pembuatan PPJB semestinya juga harus
beriringan  dengan  prinsip iktikad  baik dan juga berlandaskan pada  asas
proporsionalitas agar dapat tercapai rasa keadilan olch para pihak. PPJB adalah
perjanjian pendahuluan dalam jual beli tanah atau rumah. PPJB umumnya dibuat
karcna belum terpenuhinya unsur unsur jual beli rumah atau tanah |, namun di dalam
kescharian praktik yang terjadi pada masyarakat malah PPJB terschut dipergunakan
untuk mengelabui perjanjian utang piutang dengan memakar jaminan scrtipikit
tanah ataupun scrtipikat rumah kemudian dikemas scbagai PPIB yang dukuti dengan
dibuatnya kuasa menjual dengan maksud dan tujuan digunakan untuk melaksanakan
peralihan hak atas tanah dari debitur kepada kreditur apabila nanti debitur
wanprestasi.

Ketentuan Pasal 1321 dan Pasal 1449 BW mencgaskan bahwa ada 3 cacat
kescpakatan atau cacat kehendak yang dapat dipakar scbagai alasan untuk
pembatalan perjanjian yaitu, Kekhilafan / Kesesatan | Paksaan dan Penipuan |, Dalam
perkembangannya cacat kchendak juga bisa terjadi discbabkan oleh  alasan
penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheiden), olech karenanya alasan
penyalahgunaan kcadaan dapat dijadikan scbagai alasan ke 4 (cmpat) untuk
pembatalan penjanjian. BW  memang  tudak/belum  mengatur  mengenas
penyalahgunaan keadaan meskipun di Indoncsia telah ditcrapkan sampas pada
tungkat peradilan dan telah ditcrima dalam yunsprudens:
,berbeda dengan BW Belanda yang baru dalam Nieuw Burgelijk Wethoek (NBW)
telah menectapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salabh satu alasan umtuk
membatalkan perjanjian. PPJB yang digunakan umtuk menyamarkan bubungan
hukum utang piutang scbenarnya sama sckali idak ada unsur kescpakatan kehendak
di antara para pihak dan hal itu merupakan suatu penyalahgunaan keadaan

Salah saty contoh kasus yang mencrapkan dokinn penyalahgunaan keadaan
dapat dilihat pada Putusan MA No. 1395k/Pdu2017. Ratio decidends yang dikakukan
Mahkamah Agung dalam pomeriksaan adalah Mahkamah Agung moncrapkan
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doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai dasar
pembatalan penyalahgunaan PPJB dengan menimbang adanya indikasi
penyalahgunaan keadaan berdasarkan posisi para pihak dalam perjanjian yang tidak
seimbang karena keunggulan ekonomis maupun keunggulan psikologis serta adanya
kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, adanya
cacat kehendak dalam fase prakontrak, dan MA memutuskan akta PPJB harus
dinyatakan batal demi hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut
sudah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pokok perkara dengan pertimbangan yang telah diterima dalam yurisprudensi dan
dengan penafsiran bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan karena adanya tindakan
penyalahgunaan keaadaan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat secara
ckonomi dalam membuat perjanjian yang tidak berdasarkan keseimbangan dari para
pihak karena tidak ada kehendak yang bebas dari salah satu pihak sehingga terjadi
penyalahgunaan PPJB yang digunakan untuk mengelabui hubungan hukum utang
piutang sehingga pihak yang lebih lemah tertekan dan terpaksa mengadakan
perjanjian tersebut yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang lebih lemah .
Penyalahgunaan keadaan memang belum diatur secara jelas dalam
KUHPerdata tetapi telah lama dipergunakan oleh Hakim di Indonesia sebagai bahan
pertimbangan dalam memutus pembatalan perjanjian namun tolok ukur bagi hakim
untuk bisa menentukan apakah hal tersebut termasuk dalam kategori
penyalahgunaan keadaan atau bukan , hingga sampai saat ini masih belum bisa
terbentuk karena norma tersebut masih samar lalu kemudian hakim melakukan
interpretasi / penafsiran sehingga acapkali penyalahgunaaan keadaan dimasukkan
dalam bentuk iktikad baik, perbuatan melawan hukum atau juga melanggar kausa
yang halal. Menganggap bahwa pelanggaran iktikad baik dengan kausa yang halal
merupakan sesuatu yang sama dapat menimbulkan ketidakjelasan , maka hakim
harus menggunakan interpretasi / penafsiran untuk bisa menilai ketidakjelasan
tersebut yaitu dengan cara memahami nilai — nilai moral dan nilai keadilan yang ada
dibalik norma tersebut.
Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan:

1. Hakikat PPJB dalam perspektif asas kebebasan berkontrak merupakan
perjanjian awal yang memfasilitasi kebutuhan para pihak, menjamin hak dan
kewajiban para pihak , berlaku sah dan mengikat bagi para pihak serta dibuat
dengan berdasarkan kesepakatan para pihak (asas konsensualisme) sebagai
realisasi dari kebutuhan hukum yang telah tumbuh dan berkembang di
masyarakat serta mengikuti dinamika perkembangan jaman yang tetap bisa
dilaksanakan meskipun PPJB belum diatur secara khusus dalam K UHPerdata
namun secara substansi telah sesuai dengan ketentuan lalu dengan memakai
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tumpuan Pasal 1319 KUHPerdata maka PPJB sebagai perjanjian tidak
bemama (innominaar) dapat dipergunakan untuk membingkai hubungan
hukum para pihak. PPJB dapat dikatakan merupakan suatu teroboson hukum
untuk mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian yang timbul dan adanya
sifat terbuka dan Buku III KUHPerdata di mana perjanjian yang semula
belum dikenal seperti PPJB dimungkinkan dibuat berdasarkan asas kebebasan
berkontrak namun kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak dan tidak
boleh diterapkan secara liar serta tetap memiliki batasan , batasannya antara
lain pada Pasal 1339 dan Pasal 1965 KUHPerdata.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan lembaga yang baik dan
sangat dibutuhkan tetapi rentan sekali disalahgunakan. Penyalahgunaan PPJB
sebagai sarana pengelabuan hubungan utang piutang terjadi karena adanya
cacat kehendak dalam fase prakontrak dan penyalahgunaan keadaan. PPJB
yang semula didasari hubungan hukum utang piutang ternyata merupakan
peganjian semu dan dijadikan sarana pengelabuan dimana salah satu pihak
dalam posisi lemah dan terdesak tidak ada keseimbangan schingga terjadilah
penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang menimbulkan
kerugian bagi salah satu pihak. PPJB terscbut bisa diajukan pembatalan di
pengadilan oleh pihak yang merasa telah dirugikan dengan adanya
penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan Keadaan sebagai alasan
pembatalan perjanjian belum diatur secara jelas didalam KUHPerdata
schingga belum ada kejelasan / masth samar termasuk dalam bentuk
pelanggaran iktikad baik ataukah merupakan perbuatan melawan hukum maka
Hakim menggali melalui yurisprudensi dan menggunakan interpretasi /
penafsiran sehingga parameter penyalahgunaan keadaan yang digunakan oleh
Hakim sebagai dasar pembatalan PPJB yang digunakan untuk mengelabui
hubungan hukum utang piutang yakni dengan adanya penyalahgunaan
keunggulan ckonomi dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak yang kuat
sehingga pihak yang lemah tidak ada kehendak yang bebas terpaksa membuat
perjanjian yang tidak didasari prinsip iktikad baik (good faith) dan adanya
unsur kerugian pada salah satu pihak .

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1.

Perjanjian memang boleh dibuat oleh siapa saja dan dalam bentuk apa saja,
seperti dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena
adanya asas kebebasan berkontrak namun kebebasan itu ada batasannya dan
sebaiknya perjanjian harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip
iktikad baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta kepatutan dalam
semua proses kontraktual mulai dari tahap pra kontraktual, tahap kontraktual
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dan tahap pasca kontraktual harus dikedopankan keterbukaan dan keyujuran
berdasarkan Iktkad baik didalam proses tercapainya kesepakatan diantara
para pihak Kepada pomerintah disarankan memperhatikan permasalahan ini
agar pongaturan vang Khusus dan spesifik mengonar PPIB dapat datur lcbih
langut dalam poraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan
masalah tanah dan bangunan sehingga dapat membenkan keadilan, kepastian
hubum dan kemantaatan bagi pihak yang lemah serta dapat mewujudkan
porhindungan hukum vang lobih baik.

Naotaris sobagai pejabat vang borwenang dalam pembuatan akta otentik harus
bomporan dengan monggall nformast dan para pihak | bukan hanya sckedar
mongihutt kohondak para pihak saja Bagh masyarakat apabila diketahur dalam
hal tanah dan bangunan akan dipakai sobagat janunan utang, maka scharknya
tdah momakal PRIB untuk mongelabun wtang putangnya, karena telah diatur
lombaga jaminan atas anah dengan pomasangan hak tanggungan scsuai
dongan  UUNT  dan  kepada  pomonntah  disarankan  agar  doktnn
ponyalahgunaan hoadaan dapat disortakan dalam Kitab  Undang-Undang
Hukum Pordata  (RUHPordaia) sobagan salah  satu alasan bontuk  cacat
kohondalh dakam kosopakatan \ang dapat dyadikan alasan koompat untuk
pombatalan poganian sohwmgsa dapat dipakar sobagar dasar hukum oleh
Plakim wivtuh pombatatan seatn poganpan, hal w hams sogora diindak languty
diharonakan  dwanika  porkombangan  dbodorapa porstiva dalam  hukum
Poraan \ang olah Borkombang sovara posat dan pordu antisgpasy

Saradaya, N Novombdor N3
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ABSTRACT

Human are social beings who need each other and in meeting the needs of
life, many people make debts. Accounts payable begins with a debt agreement, but in
practice the community makes a quasi- or pretended agreement by making a deed of
loan agreement with a land certificate or house certificate, then packaged as a
binding sale and purchase agreement accompanied by the power of sale with the
aim of being used for the transfer of rights to property land if the debtor defaults
and the object of the agreement can be transferred by the creditor to a third party
even though this is not desired by the debtor.

Based on the above, the formulation of the problem was found, namely the
nature of the binding sale and purchase agreement in the perspective of the
principle of freedom of contract and the abuse of the binding sale and purchase
agreement as a means of deceiving debt.

The research method used is normative juridical with several approaches,
namely statutory, case, comparative, philosophical and conceptual approaches.

The research results show that the essence of PPJB from the perspective of
the principle of freedom of contract is a form of initial agreement that facilitates the
needs of the parties and is made based on the agreement of the parties as a
realization of legal needs that have grown and developed in society. PPJB has not
been specifically regulated in the Civil Code, but by using Article 1319 of the Civil
Code as a foundation, PPJB as an anonymous agreement ( innominaat) can be used
to frame the legal relationship between the parties. Abuse of Circumstances as a
reason for canceling an agreement has not been clearly regulated in the Civil Code
so there is no clarity regarding whether it is a violation of good faith or whether it is
an unlawful act, so the Judge digs through jurisprudence and uses interpretation so
that the parameter for abuse of circumstances used by the Judge as a basis for
canceling the PPJB is that there is abuse of economic superiority and abuse of
opportunity by the strong party so that the weak party without free will , is forced to
make agreements that are not based on the principle of good faith .

Keywords : Sale and purchase binding agreement, principle of freedom of
contract, abuse of the binding sale and purchase agreement.
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